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Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Universitas Narotama

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.



LEMBAR PENGESAHAN
Tesis ini telah Direvisi

Pada tanggal 2018

Oleh Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. Afdol, S.H., M.S.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
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FORM PENGAJUAN JUDUL TESIS

Nama Mahasiswa : Lie Liem Desember
No. Induk Mahasiswa : 12216038
Program Studi/Angkatan : Magister Kenotariatan / 13

Dengan ini mengajukan judul penelitian hukum (Tesis) pada Program Studi Magister
Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya, dengan alternatif judul sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Timbul Dalam Sistem Hukum Pertanahan

Indonesia

Untuk disetujui sebagai Judul Tesis dengan Pembimbing:
1. Prof. Dr. H. Afdol, S.H., M.S.

2. Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H
3

Menyetujui, . Surabaya, 26 Februari 2018
aProgra i Mahasiswa

\

P

Lie Liem Desember

* Pengajuan Judul Tesis harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa

2. F py Kuitansi Pembay SPP s/d bulan pengajuan dan vang Tesis
3. Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 2 (IPK Minimal 3,00)
4. FIC Sertifikat Seminar MKn
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PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
JI. Arif Rahman Hakikm 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM KESEDIAAN MEMBIMBING TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Prof. Dr. H. Afdol, S.H., M.S.

Jabatan Fungsional : Dekan Fakultas Hukum

Dengan ini menyakan kesediaan untuk membimbing:

Nama Mahasiswa : Lie Liem Desember
No. Induk Mahasiswa 112216038
Judul : Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Timbul Dalam Sistem

Hukum Pertanahan Indonesia

Surabaya, 26 Februari 2018
Calon Pembimbing,

A

S

Prof/ Dr. Afdol, S.H., M.S.
{

*) Pengajuan calon pembimbing dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan

Kaprodi mengenai nama calon pembimbing.
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JI. Arif Rahman Hakikm 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM KESEDIAAN MEMBIMBING TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H.

Jabatan Fungsional : Ketua Program Studi Fakultas Hukum

Dengan ini menyakan kesediaan untuk membimbing:

Nama Mahasiswa : Lie Liem Desember

No. Induk Mahasiswa : 12216038

Judul : Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Timbul Dalam Sistem
Hukum Pertanahan Indonesia

Surabaya, 26 Februari 2018
Calon Pembimbing,

Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H.

*) Pengajuan calon pembimbing dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan
Kaprodi mengenai nama calon pembimbing.
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FORM PERSETUJUAN DEWAN TESIS"

Berdasarkan pengajuan judul dan calon dosen pembimbing yang diajukan dan setelah melalui
proses verifikasi/pemeriksaan terhadap:

1. Persyaratan penulisan tesis;

2. Kualifikasi calon pembimbing dan kuota maksimal pembimbingan;

3. Kesesuaian judul tesis dengan Rencana Induk Penelitian Fakultas dan Prodi; dan

4. Originalitas judul tesis;

Maka Dewan Tesis menyetujui/tidak—menyetuja *) judul dan calon pembimbing tesis sebagai
berikut:

1 Nama Mahasiswa : Lie Liem Desember
Nomor Induk Mahasiswa : 12216038
Program Studi : Magister Kenotariatan

1. Judul Tesis: Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Timbul Dalam Sistem Hukum

Pertanahan Indonesia

III.  Pembimbing: Prof. Dr. H. Afdol, S.H., M.S. dan Tahegga Primananda Alfath. S.H.. M.H.

Disetujui oleh Dewan Tesis,
Di Surabaya, Pada Tanggal 27 Februari 2018

Ketua Sekretaris | /

Dr. RUSDIANTO SESUNG, S.H., M.H.

* coret yang tidak perlu
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LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis Ini Telah Disetujui
Pada Tanggal: 2018

Oleh :
Dosen Pembimbing

4

oo agdaﬂ,.g,u.z,m..s.q

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Universitas Narotama

“HABIB ADJIE, SH., M.Hum. )
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PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
JI. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

SURAT PENUGASAN
No. 343/NR-FH/03/111/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini, Wakil Rektor I Universitas Narotama Surabaya, dengan

ini menugaskan kepada:
Pembimbing NIM Nama Judul Tesis
Mahasiswa
Prof. Dr. Afdol,SH.,MS. 12216038 Lie Liem Perlindungan Hukum
} \ Desember Terhadap Penguasaan
| Tahegga Primananda Al-fath, Tanah Timbul
STHIMEH. (Co) (Aanslibbing) Dalam
Sistem Hukum
Pertanahan

Pembimbing yang namanya tercantum diatas, ditugaskan untuk melakukan pembimbingan
kepada mahasiswa dalam menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul yang dimaksud.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
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KARTU BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa

:_Lie Liem Desember

No. Induk 12216038
Alamat :_JI. RA. Kartini No.62 Surabaya
Telp/HP : 0818331788
Pembimbing :_Prof. Dr. Afdol, S.H., M.S.
Judul Tesis :_Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Timbul Dalam Sistem
Hukum Pertanahan Indonesia :
Tgl Dimulai :_26 Februari 2018
Surabaya, 26 Februari 2018
Pembimbjng I Mahasiswa

r. Afdol, S.H., M.S.

/

Lie LiL’m Desember

Mengetahui,
Program Studi
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KARTU BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa :_Lie Liem Desember

No. Induk 12216038

Alamat :_JI. RA. Kartini No.62 Surabaya

Telp/HP : 0818331788

Pembimbing :_Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H.

Judul Tesis :_Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Timbul Dalam Sistem

Hukum Pertanahan Indonesia

Tgl Dimulai :_26 Februari 2018

Surabaya, 26 Februari 2018
Mahasiswa

,\\,\\\\
Y/

)
Lie Liem Desember

Pembimbing II

nanda Alfath, S.H., M.H.

Mengetahui,
Ketua Program Studt
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NO MATERI TGL PARAF PEMB.
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Syarat :
1. Pengajuan seminar pro| | Tesis setelah bimbingan minimal 5 kali

2. Diperbolehkan Seminar setelah 2 bulan, terhitung setelah surat tugas bimbingan dikeluarkan
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FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL:

Nama Mahasiswa : Lie Liem Desember
No. Induk Mahasiswa : 12216038
Program Studi/Angkatan : Magister Kenotariatan / 13

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN PROPOSAL TESIS pada Program Studi Magister
Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Timbul Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia

Menyetujui Untuk Diuji Surabaya, 23 April 2018
Pembimbing, Ka. Prodi

Prof. Dr.

- Pengajuan ujian proposal tesis diajukan paling cepat 2 (dua) bulan setelah tanggal
dikeluarkannya surat Penugasan Pembimbingan, dengan ketentuan harus menyertakan:

1. Fotocopy Surat Penugasan Pembimbingan

2. Proposal Tesis 3 rangkap

Xiv
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JI. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN SEMINAR HASIL PENELITIAN TESIS

Nama Mahasiswa : Lie Liem Desember
No. Induk Mahasiswa 112216038
Program Studi/Angkatan : Magister Kenotariatan / MKn 13

Dengan ini mengajukan permohonan SEMINAR HASIL PENELITIAN TESIS pada Program
Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Timbul Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia

(Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pdt.G/2009/PN.SP)

Menyetujui Untuk Diseminarkan Surabaya, 25 Juli 2018
Pembimbing,. Ka. Prodi

/4

Prof. Dr/ Afdol, S.H.. M.S. r. Habib Adjie. S.H.. M.Hum.
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\

BERITA ACARA
PELAKSANAAN SEMINAR HASIL PENELITIAN TESIS

Hasil Penelitian Tesis :

Nama Mahasiswa : Lie Liem Desember
No. Induk Mahasiswa : 12216038

Program Studi/ Angkatan : Magister Kenotariatan /

Judul Penelitian . Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Timbul
(Aanslibbing) Dalam Sistem Hukum Pertanahan
Indonesia

Yang Dihadiri oleh Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Afdol, S.H., M.S.Dan Mahasiswa /
Masyarakat umum berjumlah . (f?/ Orang.
Demikian Berita Acara Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Tesis ini dibuat dengan

sebenar-benarnya.

Surabaya, 4 Agustus 2018

Penyanggah, Pembimbing,
Dr. Rusdianto Sesung, S.H., Prof. [Dr. H. Afdol, SH., M%
M.H.
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BERITA ACARA
PELAKSANAAN SEMINAR HASIL PENELITIAN TESIS

Pada Hari ini Sabtu, 4 Agustus 2018 telah dilaksanakan Seminar Hasil Penelitian Tesis :

Nama Mahasiswa : Lie Liem Desember
No. Induk Mahasiswa : 12216038
Program Studi/Angkatan : Magister Kenotariatan / 13

Judul Penelitian : Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Timbul Dalam Sistem Hukum
Pertanahan Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pdt.G/2009/PN.SP)

Yang Dihadiri oleh Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Afdol, S.H., M.S.
Dan Mahasiswa / Masyarakat umum berjumlah. . . .. Orang.

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Tesis ini dibuat dengan sebenar-

benarnya.

Surabaya, 4 Agustus 2018
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Afdol, S.H., M.S.
Mahasiswa : Lie Liem Desember

Peserta Seminar
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JI. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
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FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
JI. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN PROPOSAL TESIS

NAMA : Lie Liem Desember

NIM 112216038

Tanggal Penilaian

Judul Proposal Tesis : Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Timbul Dalam
Sistem Hukum Pertanahan Indonesia (Studi Kasus Putusan
Nomor 16/Pdt.G/2009/PN..SP)

Pembimbing : Prof. Dr.Afdol, S.H., M.S.

PANITIA PENILAIAN PROPOSAL TESIS

DOSEN PENGUJI NAMA TANDA GAN
KETUA Prof. Dr.Afdol, S.H., % /%;
ANGGOTA Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

ANGGOTA Dr. Suwardi, S.H., M.H.
Surabaya,
Pembimbing,

//_

Prof/Dr. H. Afdol, S.H., M.S.

Catatan:

* Wajib di kumpulkan minimal 1 minggu setelah ujian proposal tesis ke
pembimbing.

XiX
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KARTU KEHADIRAN MENGIKUTI SEMINAR HASIL PENELITIAN

TESIS
Nama Mahasiswa : LIE LIEM DESEMBER
No. Induk . 122] 6038
NO | NAMA PENYAJI JUDUL PENELITIAN TGL PARAF
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KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Lie Liem Desember

No. Induk : 12216038

Alamat : JI. RA. Kartini No.62, Surabaya

Telp/HP : 0818331788

Pembimbing : Prof. Dr. Afdol, S.H., M.S.

Judul Tesis : Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Timbul Dalam Sistem
Hukum Pertanahan Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor
16/Pdt.G/2009/PN.SP)

Tgl Dimulai : 18 Mei 2018

Surabaya, 18 Mei 2018
Pembimbing Mahasisywa

/./
v
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NO MATERI TGL / PARAF PEMB.
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JI. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN TESIS

Nama Mahasiswa : Lie Liem Desember
No. Induk Mahasiswa : 12216038
Program Studi/Angkatan : Magister Kenotariatan / 13

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN TESIS pada Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:
Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Timbul Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia
(Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pdt.G.2009/PN.SP)

Mengetahui Surabaya, 2018

|

.

- Pengajuan Ujian Tesis diajukan paling cepat 6 (Enam) bulan setelah tanggal di keluarkannya surat Bimbingan
Tesis, dengan ketentuan harus menyertakan:
1. Kartu Pembimbingan (minimal 12 kali pembimbingan)
2. Sertifikat TOEFL/ILT dengan skor minimal 475 (Extern dari semua PTN, PTS(PETRA, UBAYA), EF, IALF,
KELT)
3. Telah meyelesaikan 40 SKS & Tidak memiliki nilai D
4. Tesis 3 rangkap dengan softcover warna Biru UNNAR
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SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang
pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi, dan
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah
ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah
ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis
dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas,
sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 06 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan
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RINGKASAN

Penelitian ini berjudul "Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah
Timbul (Aanslibbing) Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia (Studi Kasus
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2009/PN.SP)". Rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah :

1. Siapakah yang berhak untuk menguasai tanah timbul (aanslibbing)?

2. Apa bentuk penyelesaian sengketa atas tanah timbul (aanslibbing) ?

Sesuai dengan rumusan masalah yang dianalisis, maka penelitian ini
merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan
adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang telah
ada tersebut dikualifikasikan dan dianalisis sehingga dapat membangun argumen
untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

Berdasarkan penelitian terhadap rumusan masalah yang dianalisis,
dapat disimpulkan bahwa :

1. Negara melalui pemerintah pusat berhak menguasai Tanah Timbul secara langsung
hal ini didasarkan Angka 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 410-1293 Tahun 1996 Tentang Penertiban Status
Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004
Tentang Penatagunaan Tanah, Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2016 Tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan
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Pulau-Pulau Kecil. Pemerintah Pusat dan Provinsi yang berwenang
memperoleh Hak Pengelolaan atas Tanah Timbul yang dikuasai oleh negara
hal ini didasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 1 angka 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

2. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus
Pertanahan bentuk penyelesaian sengketa atas Tanah Timbul terbagi menjadi dua
yaitu, melalui non-litigasi dengan cara pembatalan hak atas tanah oleh Kepala
Kantor Pertanahan karena keputusan/penetapannya terbukti mengandung cacat
hukum administrasi yaitu pemalsuan warkah-warkah maupun dapat melalui
kesepakatan berdamai dari para pihak yang bersengketa, sedangkan melalui litigasi
dengan cara di Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara seperti
pada Putusan No. 16/Pdt.G/2009/PN.SP.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran dari penulis yaitu pertama,
seharusnya untuk memberikan kepastian penguasaan atas Tanah Timbul maka
sebaiknya Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat segera menetapkan Undang-
Undang Tentang Hak Menguasai Negara yang didalamnya mengatur mengenai
hak menguasai atas Tanah Timbul. Kedua, seharusnya bentuk penyelesaian
sengketa atas Tanah Timbul (aanslibbing) dari putusan No.16/Pdt.G/2009/PN.SP
sebenarnya  dapat melalui pembatalan hak atas tanah  karena

keputusan/penetapannya terdapat cacat hukum terbukti data yuridis dan data fisik
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atas tanah milik Tergugat | s.d 1V adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan

keadaan yang sebenarnya.
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ABSTRAK

Tanah-tanah timbul secara alami seperti delta, tanah pantai, tepi
danau/situ, endapan tepi sungai, pulau timbul dan tanah timbul secara alami
lainnya dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasai negara. Selanjutnya
penguasaan/pemilikan serta penggunaannya diatur oleh Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku.

Penulisan penelitian ini akan menelaah dan menganalisa lebih lanjut
tentang penyelesaian sengketa penguasaan tanah timbul dalam sistem hukum
pertanahan Indonesia dengan studi kasus Putusan Nomor 16/Pdt.G/2009/Pn.SP.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif,
yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma
dan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan,
keputusan-keputusan pengadilan, maupun doktrin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah timbul yang dikuasai
langsung oleh negara hanya dapat dihaki dalam bentuk Hak Pengelolaan hanya
oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan dapat dilimpahkan kepada
pihak ketiga memalui mekanisme perjanjian didepan dalam bentuk Hak Pakai
atau Hak Guna Bangunan. Bentuk penyelesaian sengketanya dapat melalui
pembatalan hak atas tanah karena keputusan/penetapannya terdapat cacat hukum .

Kata kunci : Tanah Timbul, Hak Menguasai Negara, Hak Pengelolaan.
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ABSTRACT

Natural arising lands such as delta, coastal land, lake / situ edge, river
bank deposits, islands arising and other naturally occurring lands are stated as land
directly controlled by the state. Furthermore, the control / ownership and use are
regulated by the State Minister of Agrarian Affairs / Head of the National Land
Agency in accordance with the applicable laws and regulations.

The writing of this research will examine and analyze further about the
resolution of land tenure disputes arising in the Indonesian land law system with a
case study of Decision Number 16 / Pdt.G /2009 / Pn.SP.

The research method used is normative legal research, namely legal
research carried out by analyzing the norms and rules of law contained in the
legislation, court decisions, and doctrine.

The results of the research show that arising land that is directly
controlled by the state can only be blocked in the form of Management Rights
only by the central government and provincial government and can be delegated
to third parties through the mechanism of agreement in the form of Right of Use
or Right to Build. The form of settlement of the dispute can be through the
cancellation of land rights because the decision / determination has a legal defect.

Keywords: Embossed Land, Right to Control the State, Management Rights.
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BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Negara melalui pemerintah pusat berhak menguasai Tanah Timbul secara
langsung. Penguasaan oleh negara atas bumi dan air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya berarti bahwa negara berwenang dan diberi
kebebsan untuk mengatur, membuat kebijakan, mengelola serta
mengawasi pemanfaatan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya dengan ukuran konstitusional yaitu "untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat". Pemerintah Pusat dan Provinsi yang berwenang
memperoleh Hak Pengelolaan atas Tanah Timbul yang dikuasai oleh
negara untuk dapat memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan
mempergunakan empat tolok ukur, yaitu : (i) Kemanfaatan sumber daya
alam bagi rakyat, (ii) tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi
rakyat, (iii) tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber
daya alam, serta (iv) penghormatan terhadap hak rakyat secara turun
temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.

2. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang
Penyelesaian Kasus Pertanahan bentuk penyelesaian sengketa atas Tanah
Timbul terbagi menjadi dua yaitu, melalui non-litigasi dengan cara

pembatalan hak atas tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan karena
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keputusan/penetapannya terbukti mengandung cacat hukum administrasi
yaitu pemalsuan warkah-warkah maupun dapat melalui kesepakatan
berdamai dari para pihak yang bersengketa, sedangkan melalui litigasi
dengan cara di Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara

seperti pada Putusan No. 16/Pdt.G/2009/PN.SP.

4.2. Saran

1. Seharusnya untuk memberikan kepastian penguasaan atas Tanah Timbul
maka Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat segera menetapkan Undang-
Undang Tentang Hak Menguasai Negara yang didalamnya mengatur
mengenai hak menguasai atas Tanah Timbul.

2. Seharusnya bentuk penyelesaian sengketa atas Tanah Timbul (aanslibbing)
dari putusan No0.16/Pdt.G/2009/PN.SP  sebenarnya dapat melalui
pembatalan hak atas tanah karena keputusan/penetapannya terdapat cacat
hukum terbukti data yuridis dan data fisik atas tanah milik Tergugat I s.d

IV adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
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